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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili  perkara tertentu pada tingkat  pertama dalam

sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Desember 1993,

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili ekeltronik e-

mail: XXX@gmail.com sebagai Penggugat;

    Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Maret 1987, umur 37 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian

Lepas,  tempat  kediaman  di  XXX,  Kota  Bogor,  Provinsi

Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut : 

1. Bahwa  pada  10  Januari  2015  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Bogor  Utara,  Kota  Bogor,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 12 Januari 2015;  

2. Bahwa  ketika  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan  Tergugat

berstatus perjaka;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  di

rumah  orang  tua  Penggugat  yang  beralamatkan  di  XXX,  Kota  Bogor,

Provinsi Jawa Barat;  

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana

layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:  Anak,

perempuan, lahir di Bogor, 24 Oktober 2015;  

5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga)

tahun  11  (sebelas)  bulan,  sejak  itu  Tergugat  sudah  tidak  pernah

memperdulikan  Penggugat,  tidak  memberikan  nafkah,  baik  nafkah  lahir

maupun nafkah batin yang mana Tergugat pergi sekitar Februari 2021, sejak

saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak

pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;  

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat

agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;  

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Bogor  kiranya  berkenan  menerima  dan

memeriksa perkara ini;  

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;        

  

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara

a  quo,  Penggugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut secara  elektronik

berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  7  Tahun  2022

Tentang  Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di

persidangan sesuai dengan Pasal  17 ayat (2) dan ayat (3) dan Surat Edaran

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Panggilan  dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap di  persidangan sedangkan  Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan,  Tergugat telah  dipanggil  di  alamat  sebagaimana tertera  dalam

surat  gugatan Penggugat  dan  menurut  relaas  panggilan  Nomor

36/Pdt.G/2025/PA.Bgr,  ternyata  dinyatakan  alamat  Tergugat  tidak  jelas

sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa  selanjutnya  untuk  menyingkat  uraian  maka  semua  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  perkara  ini  harus  dianggap  telah

termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan Penggugat  hadir  menghadap di  persidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  untuk

memeriksa  perkara  a  quo, Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan
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Pasal  15  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7  Tahun  2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi  Perkara Dan Persidangan Di  Pengadilan Secara Elektronik dan

terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor  1  tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Panggilan  dan  Pemberitahuan

Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka

Majelis  Hakim  berpendapat  relaas  panggilan  tercatat  nomor

36/Pdt.G/2025/PA.Bgr sudah terlaksana sesuai prosedur, namun dikarenakan

alamat  Tergugat  yang  tidak  jelas  sebagaimana  tertulis  dalam  gugatannya

mengakibatkan Tergugat  tidak  dikenal  di  alamat  tersebut  dan tidak hadir  ke

persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan

jelas  alamatnya  sedangkan  persidangan  baru  akan  berlanjut  jika  kepada

Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Penggugat hadir

di  persidangan.  Maka  Majelis  Hakim  berpendapat  alamat  Tergugat  harus

dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena itu selanjutnya terhadap

gugatan  Penggugat  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (niet  onvankelijk

verklaard);

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont

vankelijk verklaard);
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2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara ini  sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bogor pada hari  Selasa tanggal  14 Januari  2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I.,  M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Dra.Hj.  Andi  Hasni  Hamzah,  M.H. dan  Zainal  Ridho,

S.Ag.,  M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 100.000,-

-  Panggilan : Rp 14.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp               10.000,-  

J u m l a h : Rp 184.000,-
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(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Bogor

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.
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